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STUDI BANTUAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
(Study on Intergovernmental Transfer in Indonesia)

Suyanto
Fakultas Ekonomi
Unitomo Surabaya

ABSTRAK

This essay is aimed to theoretically examine intergovernmental transfer from central
government to local government, especially to municipality (Kabupaten) and City
(Kotamadya). This essay focuses on government considerations of transfer, types of transfer,
modes for determining transfer, and criteria to determine effective transfer.

The essay finds that a country chooses a type of transfer based on its typical
purposes. Indonesia only recognizes two types of transfers; specific grants and block grants

The basis for determining fund through intergovernmental fiscal transfer can be in
Jorm of; 1) based on fixed percentage from income originating from central government; 2)
Jollowing a n ad hoc basis, that is the usual types for the rest of budget expenses; and 3)
based on formula mechanism, that is to be based on expenses of certain local government
which was funded by central government or those relate to some general features of
receiving local government. This third variant is found widely around the world. Indonesia
uses percentage method as well as formula method.

There are some requirements for effective transfer system. The first demands that
local government must sufficiently fund its own expenses for public services using its own
financial resources. The second system uses the formula which discourages the occurrence
of financial deficit. The third states that the formula of financial transfer should be equal
with the need of local fiscal and it should be in reverse comparison with the capacity of local
fiscal. The fourth stresses the transparency and stability.

Keywords : Transfer, alasan transfer, jenis transfer, penentuan transfer, kriteria efektifitas
transfer.

PENDAHULUAN

Bantuan  antarpemerintahan
(intergo-vernmental grants) adalah
bantuan atau subsidi dari tingkat
pemerintah yang lebih tinggi ke
tingkat pemerintah yang lebih rendah.
Bantuan dalam sistem pemerintahan
sering disebut dengan transfer.
Transfer pada prinsipnya menyangkut
hubungan keuangan antar berbagai
level pemerintahan di suatu negara.
Dalam kaitan ini, transfer merupakan
sejumlah dana yang dialokasikan ke
daerah yang lebih rendah dari tingkat
pemerintah di atasnya untuk tujuan-

tujuan tertentu. Dana yang ditansfer
tersebut pada prinsipnya merupakan
kumpulan penerimaan dari daerah-
daerah. Di Indonesia sumber dana
yang dialokasikan untuk transfer
memang tidak secara jelas dapat
dilacak, hal ini disebabkan penghi-
tungan  jumlah  transfer yang
dialokasikan tersebut didasarkan atas
proporsi tertentu dari APBN yang di
dalamnya terdapat pula sumber-
sumber penerimaan lain di luar pajak.

Menurut Olalonga (2006),
transfer keuangan biasanya terjadi
antara berbagai tingkat pemerintahan.




Transfer keuangan bisa terjadi antara
pemerintah pusat dengan pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, desa dan
kelurahan maupun antar pemerintah
sub nasional. Transfer biasanya dalam
kaitan dengan pengeluaran dari satu
pihak kepada pihak lain yang diterima
sebagai penerimaan. Transfer
keuangan ini selanjutnya menimbul-
kan hubungan fiskal antara pemerin-
tah pusat dengan pemerintah sub
nasional lainnya baik provinsi,
kabupaten/kota maupun desa.

Hubungan  fiskal  antara
pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah otonom dapat dilihat baik dari
aspek penerimaan anggaran maupun
pengeluaran anggaran. Jumlah
penerimaan anggaran dalam daerah
otonom ditentukan oleh beberapa
kombinasi antara lain kapasitas fiskal
(fiscal capacity), usaha perpajakan
(tax efforf) dan seberapa besar
transfer pendanaan sebagai anggaran
tambahan; sedangkan total
pengeluaran/pembelanjaan anggaran
tergantung pada total penerimaan
anggaran, tingkat hak atas pembagian
pajak (share tax) dan penerimaan—
penerimaan dari grant yang diberikan
(Bahl dan Wallace, 2001:11).

Sehubungan  dengan fiscal
capacity, Martinez-Vazquez dan Boex
(2001b:16) mengatakan bahwa fiscal
capacity dapat didefinisikan sebagai
suatu kemampuan distrik untuk
mengumpulkan  pendapatan  atau
penerimaan. Selanjutnya dikatakan
bahwa Fiscal Effort dapat
didefinisikan sebagai upaya-upaya
dengan mana suatu pemerintah lokal
memobilisasi sumber-sumber peneri-
maan sendiri. Atau dengan kata lain,
fiscal effort adalah  upaya suatu
pemerintah atau pemerintah sub
nasional untuk menggunakan atau
memanfaatkan penerimaan berdasar-
kan apa yang ada atau berdasarkan
kemampuannya.

Hubungan fiskal antara peme-
rintah provinsi dengan pemerintah
lokal merupakan hubungan yang
kompleks. Biasanya pemerintah
provinsi menggunakan  berbagai
instrumen fiskal dalam mengatur
hubungan tersebut. Beberapa instru-
men fiskal yang biasa digunakan
adalah pengaturan melalui pajak
lokal, pembagian pajak (tax sharing),
bantuan  khusus dan transfer
horisontal antar pemerintah lokal
sebagai suatu instrumen pemerataan.
Suatu masalah berkenaan dengan
pemerataan dalam provinsi adalah

bagaimana semua instrumen
dikombinasikan untuk mempengaruhi
distribusi penerimaan dan

pengeluaran pemerintah antara kabu-
paten/kota yang kaya dan miskin
(Bahl dan Wallace, 2001:13).

Belakangan ini terdapat tiga
kebijakan penting yang dicoba
dijawab oleh para ahli ekonomi dalam
kaitan dengan hubungan fiskal antara
pemerintah pusat dan sub nasional.
Ketiga kebijakan tersebut, menurut
Boex, Robert McNab dan Walker
(2001:40) adalah pertama, sistem
hubungan fiskal yang fair antar
pemerintah  pada tiap tingkat
pemerintahan dengan menyediakan
kecukupan sumber daya untuk
memenuhi tanggungjawab pengelu-
aran; hal ini sering disebut dengan
keseimbangan fiskal secara vertikal
Kedua, disparitas fiskal yang besar
antar daerah; yaitu adanya perbedaan
pemerataan  dan  keseimbangan
kemampuan pemerintah regional atau
lokal untuk memenuhi keperluan
pelayanan publik; hal ini dikenal
dengan nama ketidakseimbangan
fiskal horisontal. Ketiga, penentuan
dampak dari karakteristik regional
yang berbeda dan  kebijakan
desentralisasi yang berbeda tentang
alokasi sumber daya  antara
pemerintah sub nasional.



Oleh karena itu rasionalisasi
pemerataan bantuan/transfer menjadi
penting. Hal ini menurut Martinez-

Vazquez dan Boex (2001a:2)
dilakukan untuk mencapai berbagai
tujuan, yaitu pertama, banyak

pemerintah lokal tidak mempunyai
sumber daya yang cukup, sehingga
dengan adanya pemerataan transfer
dapat memenuhi tanggungjawab
mereka paling tidak pada tingkat yang
paling minimum. Paling tidak,
pemerataan grant adalah penting
sehingga pemerintah lokal secara
khusus dapat menyediakan share yang
cukup besar dari keseluruhan sumber
daya pemerintah sub nasional. Kedua,
pemerataan grant mengurangi
ketidakseimbangan fiskal horisontal
dalam suatu negara dan ketidak-
merataan (inequitas) regional dengan
mengkompensasi pemerintah  sub
nasional dengan kebutuhan fiskal
yang lebih besar dan kapasitas fiskal
yang lebih kecil. Pemerataan grant
dapat  juga  digunakan  untuk
meleburkan regionalisme, separatisme
dan kekuatan politik sentrifugal
lainnya. Ketiga, pemerataan transfer
adalah suatu peralatan kebijakan
fiskal yang penting karena dapat
digunakan oleh pemerintah untuk
mengejar  seleksi  tujuan-tujuan
komplementer, diantaranya adalah
tujuan pemerataan.

Pemerintah Indonesia melakukan
kebijakan transfer dana perimbangan,
terutama dalam bentuk Dana Alokasi
Umum (DAU) digunakan untuk
tujuan pemerataan secara horisontal.
Selain itu, kebijakan dana
perimbangan  dimaksudkan untuk
memberdayakan dan meningkatkan
kemampuan perekonomian daerah,

menciptakan  sistem  pembiayaan
daerah yang adil, proporsional,
transparant, rasional, partisipatif,

tanggung jawab dan pasti, untuk
mewujudkan  sistem perimbangan
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keuangan pusat dan daerah sesuai
kewenangan dan tanggung jawabnya,
serta mengurangi kesenjangan
antardaerah dalam kemampuannya
untuk memberikan kepastian sumber
keuangan daerah daerah yang berasal
dari daerah tersebut.

Perumusan Masalah
Dengan diberlakukannya
Undang-Undang No. 22 & 25 Tahun
1999 yang dirubah menjadi Undang-
Undang No. 32 & 33 Tahun 2004,
serta  mempertimbangkan latar
belakang sebagaimana tersebut diatas,
maka rumusan permasalahan dalam
penulisan ini disusun sebagai berikut :
1.1.  Mengapa pemerintah pusat
melakukan  transfer  pada
pemerintah daerah dari dana-
dana yang  dikumpulkan
melalui penerimaan negara ?
1.2 Jenis-jenis transfer apa sajakah

yang biasa dilakukan
pemerintah pusat terhadap
pemerintah daerah ?

1.3. Bagaimana dasar penentuan
transfer dari pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah ?

1.4. Bagaimana kriteria efektifitas
transfer agar transfer tersebut
mencapai sasaran  yang
diharapkan oleh kedua level
pemerintah yang berbeda?

Tujuan Penulisan
1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini
adalah mengetahui dan mengkaji
secara teoritik dan komprehensif
tentang transfer pemerintah pusat
kepada pemerintah di bawahnya,
terutama pemerintah kabupaten dan
kota. Penulisan ini secara fokus akan
mengkaji  tentang  alasan-alasan
pemerintah melakukan transfer, jenis-
jenis transfer, penentuan transfer serta
kriteria efektifitas transfer.



1.2 Tujuan Khusus

1.2.1.Mengetahui alasan-alasan dan
mengkaji secara  teoritik
pemerintah pusat melakukan

transfer pada pemerintah daerah
dari dana-dana yang
dikumpulkan melalui
penerimaan negara.

1.2.2. Mengetahui  dan  mengkaji
secara  teoritik  Jenis-jenis
transfer yang biasa dilakukan
pemerintah  pusat  terhadap
pemerintah daerah.

1.2.3. Mengetahui dan  mengkaji
secara teoritik dasar penentuan
transfer dari pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah.

1.2.4. Mengetahui dan  mengkaji
secara teoritik kriteria efekti-
fitas transfer dari pemerintah
pusat.

Manfaat Penulisan

Tulisan ini merupakan studi
deskriptif teoritik tentang kebijakan
fiskal, untuk mengkaji secara
komprehensif mengenai kebijakan
transfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah  daerah Diharapkan
tulisan ini dapat bermanfaat bagi para
pengambil kebijakan dalam penge-
lolaan keuangan daerah, terutama
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
akademisi, peneliti serta pihak-pihak
lain yang terkait dengan kebijakan
fiskal, khususnya transfer.

Secara empirik, tulisan ini
memberikan gambaran mengenai
kebijakan fiskal pemerintah Indonesia
terhadap masalah transfer terhadap
kabupaten / kota dan provinsi. Selain
itu, juga untuk menambah informasi
sebagai bahan evaluasi dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Sedangkan
secara teoritik, tulisan ini menambah
wacana akademik dalam upaya
memperbaiki dan  meningkatkan
trasfer pemerintah pusat terutama;

ANTF

transfer Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus serta transfer lainya
agar menjadi lebih baik dan mencapai
sasaran sesuai tujuan transfer.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Keuangan daerah  adalah
seluruh tatanan, perangkat kelem-
bagaan dan kebijaksanaan anggaran
daerah yang meliputi pendapatan dan
belanja daerah (Sijabat, 2000). Saat
ini Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) telah menganut
prinsip anggaran berimbang dinamis,
yaitu keseimbangan antara
pengeluaran dan penerimaan daerah,
disamping itu harus diusahakan
peningkatan penerimaan daerah dan
pengeluarannya. Keseimbangan tidak
berarti - seimbang antara komponen
pendapatan rutin dengan belanja rutin
juga komponen belanja pembangunan
dengan pendapatan pembangunan
yang merupakan satu kesatuan, yaitu
seimbang antara jumlah pendapatan
rutin dan belanja rutin.

Dalam APBN maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) mempunyai dua sisi,
yaitu sisi yang mencatat pengeluaran
dan sisi yang mencatat penerimaan.
Sisi pengeluaran mencatat semua
kegiatan yang memerlukan uang
untuk pelaksanaannya, yang meliputi;
pengeluaran untuk pembelian barang/
jasa, gaji pegawai serta transfer
payments, sedangkan dari sisi
penerimaan menunjukkan darimana
dana yang diperlukan tersebut
diperoleh (Boediono, 1999).

Menurut Mardiasmo (2000), sumber-
sumber penerimaan daerah dapat
berasal dari : 1). Sisa lebih perhi-
tungan anggaran tahun lalu, 2).
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3).
Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak.
serta 4). Penerimaan pembangunan
yang terdiri atas, pinjaman
pemerintah daerah serta pinjaman



untuk BUMD. Menurut  Sidik
(2002), agar pemerintah daerah dalam
melaksanakan  fungsinya  secara
efektif, maka perlu diberikan kebe-
basan dalam pengambilan keputusan
penyediaan pelayanan di sektor publik
serta harus didukung sumber-sumber
keuangan yang memadai baik yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) termasuk surcharge of taxes,
Bagi hasil pajak dan bukan pajak,
Pinjaman maupun subsidi / bantuan
dari pemerintah pusat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-
undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999
telah terjadi perubahan yang sangat
mendasar  mengenai  pengaturan
hubungan pusat dan daerah, khusus-
nya dalam bidang administrasi
pemerintahan maupun dalam
hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, yang
sering disebut intergoverment fiscal
relation yang dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 disebut
perimbangan keuangan. Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999
tersebut memberikan kewenangan
kepada daerah untuk menyeleng-
garakan seluruh fungsi pemerintahan,
kecuali  kewenangan  pemerintah
dalam bidang pertahanan keamanan,
politik luvar negeri, fiskal dan
monoter, peradilan, agama, dan
administrasi  pemerintahan yang
bersifat strategis.

Dengan pembagian kewena-
ngan tersebut maka pelaksanaan
pemerintahan di daerah dilaksanakan
berdasarkan asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
Implikasi  langsung kewenangan/
fungsi yang diserahkan kepada daerah
sesuai Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tersebut adalah adanya
kebutuhan dana yang besar, sehingga
perlu diatur hubungan keuangan
antara pusat dan daerah yang
dimaksudkan  untuk membiayai
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pelaksanaan fungsi yang menjadi
kewenangannya.

Menurut Sumodiningrat
(1997), masalah yang sering muncul
dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah perimbangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam menjalankan tugas
pokok pemerin-tahan, hal ini karena
menyangkut perimbangan wewenang
untuk  menyelenggarakan  urusan
pemerin-tahan  dan perimbangan
urusan pengelolaan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Peningkatan  yang  cukup
signifikan pada transfer dana ke
daerah melalui dana perimbangan
telah menyebabkan pengelolaan fiskal
pemerintah pusat dalam pengelolaan
fiskal pemerintah secara umum telah
berkurang,  sebaliknya proporsi
pengelolaan fiskal dalam penyeleng-
garaan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab daerah sepenuhnya
melalui APBD akan meningkat tajam.
Perubahan peta pengelolaan fiskal ini
juga dibarengi dengan kenyataan
bahwa daerah akan mempunyai
fleksibilitas yang cukup tinggi, atau
bahkan  diskresi penuh  dalam
pemanfaatan sumber-sumber utama
pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 dan 25 Tahun 1999
dijelaskan  bahwa perimbangan
keuangan pusat dan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi
fiskal mengandung pengertian bahwa
kepada daerah diberikan kewenangan
untuk memanfaatkan sumber
keuangan sendiri dan didukung
dengan perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah. Kebijaksanaan
perimbangan keuangan pusat dan
daerah dilakukan dengan mengikuti
pembagian kewenangan atau money

Jollows function. Ini berarti bahwa

hubungan keuangan antara pusat dan
daerah perlu diberikan pengaturan



sedemikian rupa, sehingga kebutuhan
pengeluaran yang akan menjadi
tanggung jawab daerah dapat dibiayai
dari sumber-sumber penerimaan yang
ada. Pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan ~ berdasarkan  asas
desentralisasi dilakukan atas beban
APBD, pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelak-
sanaan asas dekonsentrasi dilakukan
atas beban APBN dan pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka tugas pembantuan dibiayai
atas beban  anggaran tingkat
pemerintahan yang menugaskan.

Berdasarkan asas
penyelenggaraan otonomi daerah,
maka pola pengaturan hubungan pusat
dan daerah ada empat prinsip; yaitu
urusan tugas pemerintah pusat yang
merupakan  dekonsentrasi  yang
dibiayai dari dan atas beban APBD;
Urusan tugas pemerintah daerah yang
merupakan  desentralisasi ~ dibiayai
dari dan atas beban APBD; Urusan
yang merupakan tugas pemerintah
pusat atau daerah tingkat atasnya
dilaksanakan dalam rangka tugas
pembantuan dibiayai oleh pemerintah
pusat atas beban APBN atau
pemerintah daerah tingkat atasnya
atau beban APBD pihak yang
menugaskan;  Sepanjang potensi
sumber-sumber  keuangan daerah
belum mencukupi, pemerintah pusat
memberikan sejumlah sumbangan
(Kuncoro, 1995).

Berdasarkan asas penyeleng-
garaan otonomi daerah, maka pola
pengaturan hubungan pusat dan
daerah ada empat prinsip; yaitu
urusan tugas pemerintah pusat yang
merupakan  dekonsentrasi  yang
dibiayai dari dan atas beban APBD;
Urusan tugas pemerintah daerah yang
merupakan  desentralisasi  dibiayai
dari dan atas beban APBD; Urusan
yang merupakan tugas pemerintah
pusat atau daerah tingkat atasnya
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dilaksanakan dalam rangka tugas

pembantuan dibiayai oleh pemerintah
pusat atas beban APBN atau
pemerintah daerah tingkat atasnya
atau beban APBD pihak yang
menugaskan; Sepanjang potensi
sumber-sumber  keuangan daerah
belum mencukupi, pemerintah pusat
memberikan sejumlah sumbangan
(Kuncoro, 1995).

Dalam rangka penyeleng-
garaan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan asas
desentralisasi, kepada daerah
diberikan kewenangan untuk
memungut  pajak/retribusi  (fax
assignment) dan pemberian bagi hasil
penerimaan (revenue sharing) serta
bantuan keuangan (granf) atau
dikenal sebagai dana perimbangan.
Selain itu daerah diberikan pula
kewenangan  untuk  melakukan
pinjaman baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Pinjaman
tersebut dapat berupa pinjaman
jangka pendek untuk membiayai
kesulitan arus kas daerah maupun
pinjaman jangka panjang untuk
membiayai kebutuhan pengeluaran
untuk  penyediaan  sarana  dan
prasarana daerah.

Tantangan dan permasalahan
yang muncul seiring  dengan
pemberian otonomi daerah adalah
perimbangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah  dalam
menjalankan tugas pokok pemerin-
tahan. Perimbangan peran ini
menyangkut perimbangan wewenang
untuk menyelenggarakan urusan-

urusan pemerintahan dan
perimbangan pengelolaan keuangan
antara pemerintah  pusat dan

pemerintah daerah (Sumodiningrat.
1997). Hal ini disebabkan antara lain
1). Struktur keuangan yang berjalan
ini dewasa ini masih mendukung
daerah  terhadap  ketergantungan
keuangan kepada pemerintah pusat.



karena keterbatasan kewenangan dan
kemampuan untuk menggunakan
dana bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, 2). Penyerahan
urusan pemerintahan kepada daerah
berdampak meningkatnya kebutuhan
anggaran untuk pembiayaan rutin dan
pembangunan, karena penyerahan
urusan pemerintahan tersebut tidak
diikuti dengan penyerahan sumber
pendanaan. Pada saat yang sama

kemampuan daerah untuk
menyediakan anggaran tambahan
masih sangat terbatas.

Sistem transfer antar pemerin-
ahan secara umum disebabkan karena
adanya variasi kapasitas fiskal antara
negara bagian dan pemerintah lokal
sehingga perlu diberikan alokasi
bantuan antar tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi pada pemerintahan
yang lebih rendah untuk menjamin
kesediaan pelayanan publik pada
tingkatan minimum pada suatu
negara.

Beberapa tujuan pemerintah
pusat memberikan dana dalam bentuk
bantuan umum (block grants) kepada
pemerintah daerah, yaitu: Untuk
mendorong terciptanya keadilan antar
wilayah (geographycal equity); Untuk
meningkatkan akuntabilitas (promote
accountability); Untuk meningkatkan
sistem pajak yang lebih progresif.
Pajak daerah cenderung kurang
progresif, membebani tarif pajak yang
tinggi kepada masyarakat yang
berpenghasilan rendah; serta Untuk
meningkatkan keberterimaan (accep-
tability) pajak daerah. Pemerintah
pusat mensubsidi beberapa
pengeluaran pemerintah daerah untuk
mengurangi jumlah pajak daerah.

Bantuan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah merupakan
suatu instrumen yang diharapkan
dapat mendorong  peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
daerah sehingga bantuan / subsidi
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yang diberikan tersebut  dapat
memperkuat tingkat otonomi daerah.
Untuk itu daerah perlu memiliki
keleluasaan dalam menggunakan
dana-dana bantuan yang ada agar
mempunyai dampak yang positif
terhadap peningkatan PAD. Dengan
adanya keleluasaan ~menggunakan
bantuan dari pemerintah pusat, daerah
betul-betul dapat memperioritaskan
kegiatan-kegiatan yang dapat
meningkatkan PAD. Rendahnya
Pendapatan ~Asli Daerah (PAD)
sebagai  salah satu  penyebab
terjadinya  ketergantungan  fiskal.
Menurut Hamid (2005), berbagai
formulasi alokasi dana-dana dari
pusat ke daerah telah dirumuskan oleh
para ahli / lembaga ilmiah, sebagian
telah diterapkan di banyak negara.

Pengalaman kebijakan
desentralisasi fiskal di Argentina telah
terbukti mampu mendorong

terjadinya pembangunan manusia,
khususnya dilihat dari variabel
kesehatan dan pendidikan. Penelitian
Huther dan Shah terhadap 80 negara
juga menunjukkan adanya korelasi
antara desentralisasi dengan Indeks
Pembangunan Manusia. Menurut
Ehrenberg dan Smith bahwa investasi
pembangunan  manusia  (human
capital investment) akan
meningkatkan produktifitas individual
dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang
No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan daerah dinyatakan bahwa
kebutuhan DAU oleh suatu daerah
(Provinsi, Kabupaten dan Kota)
ditentukan dengan menggunakan
pendekatan fiscal gap, dimana
kebutuhan DAU suatu daerah
ditentukan atas kebutuhan Daerah
(fiscal needs) dengan potensi Daerah
(fiscal capacity) sehingga  DAU
digunakan untuk menutup celah fiskal
yang terjadi karena kebutuhan Daerah



melebihi dari potensi penerimaan
Daerah yang ada. Berdasarkan
konsep fical gap tersebut, distribusi
DAU kepada daerah-daerah yang
memiliki kemampuan relatif besar
akan menerima DAU lebih kecil dan
sebaliknya  daerah-daerah  yang
mempunyai kemampuan keuangan
relatif kecil akan memperoleh DAU
yang relatif besar. Dengan konsep ini
sebenarnya daerah yang fiscal
capacitynya lebih besar dari fiscal
needs hitungan DAU-nya akan
negatif.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Studi
Tulisan ini adalah sebuah

pemikiran yang bersifat deskriptif-

teoritik untuk mengkaji tentang
transfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah kabupaten / kota
dan provinsi. Tulisan ini adalah
pemikiran sebagai upaya pengem-
bangan Ilmu Ekonomi Makro
khususnya Ekonomi Publik.

Jenis Tulisan

Tulisan ini bersifat deskriptif
kualitatif untuk mengkaji secara
teoritik  tentang  transfer dari
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah kabupaten / kota dan provinsi.

Sumber Data

Data yang dipergunakan
dalam penulisan ini merupakan studi
literature yang ditunjang dengan
hasil-hasil penelitian serta jurnal-
jurnal  ilmiah  lainnya  sebagai
pendukung tulisan.

Fokus Penulisan

Penulisan ini memfokuskan
tentang alasan-alasan transfer, Jenis-
jenis transfer, dasar penentuan
transfer serta kriteria efektifitas
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transfer dari pemerintah pusat

terhadap pemerintah daerah.
Metode Analisis

Penulisan ini dilakukan secara
deskriptif kualitatif, yaitu
memberikan ~ gambaran  tentang

keadaan yang terjadi sesuai data
empirik, serta berdasarkan atas teori
dan literature-literature yang
menunjang penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Alasan Transfer

Secara umum alasan perlunya
alokasi transfer antarpemerintahan
adalah karena adanya ketidak-
seimbangan vertikal (vertical fiscal
imbalance), adanya ketidak-
seimbangan fiscal horisontal
(horizontal fiscal imbalance) serta
adanya efek pelimpahan antardaerah
(spill-over effects), sehingga tujuan
kebijakan desentralisasi fiskal di
Indonesia yang diatur dalam UU No.
22/ 99 dan UU No. 25/99 diantaranya
adalah untuk tujuan kesinambungan
kebijaksanaan fiskal (Fiscal
sustainability), mengoreksi vertical
imbalance serta horizontal imbalance.

Terjadinya ketidakseimbangan
fiskal vertikal (vertical fiscal
imbalance) pada banyak negara
disebabkan karena pemerintah pusat
menguasai pajak-pajak utama
sehingga sumber pajak yang dikuasai
daerah tidak memadahi untuk
mendanai pengeluaran. Sedangkan
ketidak-seimbangan fiskal Horisontal
(horizontal fiscal imbalance) terjadi
karena adanya perbedaan kapasitas
dan kebutuhan antardaerah, sedang-
kan terjadinya spill-over effects
adalah adanya eksternalitas ekonomis
dan eksternalitas disekonomis dari
suatu kegiatan di suatu daerah pada
daerah lainnya.



Sistem transfer seperti di
Australia, Inggris dan kanada telah
dirancang untuk mengatasi terjadinya
ketimpangan fiscal vertical (vertical
fiscal imbalance) dan ketimpangan
fiskal horisontal (horizontal fiscal
imbalance), sedangkan di Amerika
Serikat sistem transfer lebih diarahkan
untuk mengatasi ketidakseimbangan
fiskal  vertikal (verfical fiscal
imbalance) saja.

Menurut PP Nomor 104
Tahun 2000, tentang Dana Perim-
bangan disebutkan bahwa tujuan
transfer Dana Alokasi Umum (DAU)
adalah untuk; (a) horizontal equity,
dan (b) sufficiency. Tujuan horizontal
equity  merupakan  kepentingan
pemerintah pusat dalam rangka
melakukan  distribusi  pendapatan
secara adil dan merata agar tidak
terjadi  kesenjangan yang lebar
antardaerah.

Sementara itu, transfer DAU
yang menjadi kepentingan daerah
adalah kecukupan (sufficiency) untuk
menutup kesenjangan fiskal (fiscal
gap) yaitu selisih antara kebutuhan
pembiayaan (fiscal need) dengan
kemampuan keuangan daerah yang
tersedia (fiscal capacity). Untuk itu
kecukupan (Sufficiency) bagi
pemerintah daerah dipengaruhi oleh
faktor kewenangan, beban serta
standar pelayanan minimum (SPM)
yang diberikan.

Pilihan bentuk transfer yang
digunakan suatu negara sangat
tergantung tujuan yang diinginkan
dari pengalokasian transfer tersebut.
Secara garis besar, pengalokasian
sumbangan dan bantuan atau transfer
ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :
(1) Untuk menciptakan keseimbangan
fiskal antardaerah; (ii) Menjalankan
fungsi distributif yang berdasarkan
pertimbangan ekonomi (economes of
scale) akan lebih efisien jika
dilaksanakan dari pusat; (1ii)
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Mengatasi eksternalitas atau dampak
spill-over atas suatu pelayanan publik
yang manfaatnya dapat dinikmati
tidak saja oleh daerah yang
menyediakan pelayanan tersebut,
tetapi juga dinikmati daerah lain yang
tidak ikut mendanai pelayanan publik
tersebut; (iv) Mengatasi perbedaan
manfaat fiskal bersih antardaerah
yang disebabkan oleh perbedaan
biaya penyediaan barang publik
antara daerah yang satu dengan
daerah lainnya; serta (v) Untuk
mencapai tujuan-iujuan stabilisasi.

Menurut  Arsyad  (1997)
menyatakan bahwa hakekat bantuan
adalah untuk memperkuat tingkat
ekonomi suatu daerah, karena itu
daerah perlu memiliki keleluasaan
dalam menggunakan dana bantuan
yang ada sehingga mempunyai
dampak positif terhadap peningkatan
PAD, dengan kata lain dengan
bantuan tersebut menyebabkan daerah
dapat memperioritaskan kegiatan-
kegiatan yang dapat mendorong
peningkatan PAD.

Jenis-jenis Transfer

Pengalokasian jenis transfer
sangat tergantung pada tujuan-tujuan
transfer.  Di Indonesia umumnya
hanya dikenal dua jenis transfer, yaitu
bantuan khusus (spesific grants) dan
bantuan umum (block grants).
Sedangkan dalam prakteknya
terhadap transfer di berbagai negara

ditemukan beberapa variasi di
dalamnya.
Menurut  Browning  dan

Browning (1979) membagi bantuan
dalam dua bentuk, yaitu bantuan
bersyarat (conditional grants) dan
bantuan  tidak  bersyarat  (non
conditional grants). Musgrave dan
Musgrave (1984) membagi bantuan
dalam bentuk; Bantuan yang sesuai
(matching grants), bantuan yang tidak
sesuai (non matching grants), bantuan



umum (general grants) serta bantuan
selektif (selective grants). Kedua cara
pembagian tersebut dapat dikatakan
tidak berbeda, karena bantuan
bersyarat dibagi lagi dalam bentuk
bantuan yang sesuai dengan bantuan
tetap. Dalam bantuan tidak bersyarat
pemerintah  pusat memberikan
keleluasaan bagi daerah untuk
memanfaatkan  bantuan  tersebut.
Alasan utama pemberian bantuan
tidak  bersyarat adalah  untuk
mewujudkan ~ pemerataan  dalam
kapasitas fiskal dari daerah-daerah
guna menjamin penyediaan jasa
publik yang layak (reasonable) bagi
masyarakatnnya.

Di Indonesia bantuan (grants)

pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dibedakan ke dalam dua
bentuk :
1. Bantuan umum atau blok (general
grant / block grant /unconditional
grants)  yaitu  bantuan kepada
pemerintah daerah yang tidak disertai
dengan ikatan atau syarat tertentu
dalam arti daerah dapat menggunakan
/ mengalokasikannya kepada penggu-
naan-penggunaan yang dikehendaki
oleh daerah yang bersangkutan.
2 Bantuan khusus (specific grants /
conditional grants), yaitu bantuan
yang diberikan kepada daerah untuk
menyediakan pelayanan atau jasa-jasa
publik yang sudah ditentukan oleh
pemerintah pusat.

Perbedaan  kedua  diatas
terletak pada dampak yang ditimbu-
lkannya. Bantuan umum (Uncondi-
tional Grants) merupakan jenis
transfer yang memberikan kebebasan
(discretion) bagi daerah penerima
untuk  mengalokasikannya  sesuai
dengan preferensi dan prioritas
daerah. Pengalokasian bantuan ini
dimaksudkan sebagai dana pendu-
kung dalam pelaksanaan program/
proyek pembangunan yang menjadi
prioritas daerah. Pemerintah pusat
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tidak terlibat langsung dalam
menentukan pengalokasian bantuan
tersebut.  Bagi daerah penerima
adanya bantuan umum  akan
meningkatkan penerimaan daerah
sebagaimana  ditunjukkan  pada
Gambar 4.1. Tambahan penerimaan
daerah ini ditunjukkan dengan
pergeseran garis anggaran daerah
penerima  sejajar dengan  garis
anggaran sebelumnya sebesar transfer
yang diterima dan karenanya garis
anggaran yang baru. Karena transfer
ini dapat dialokasikan pada berbagai
kombinasi barang dan jasa publik
atau difungsikan sebagai pendukung
dana yang sudah dimiliki daerah
penerima, serta bantuan ini tidak
memiliki price effect, hanya income
effect saja.

Sebaliknya apabila bantuan
yang diberikan oleh pemerintah pusat
dalam bentuk specifik grants, maka
dampak yang ditimbulkan adalah
berupa penurunan harga (biaya
produksi barang 1 dan karena itu
budget line bergerak dari AB ke AD’).
Posisi pemerintah daerah sekarang
berada di titik N’ dan jumlah barang I
yang dikonsumsi menjadi i2'. Jadi
specific grants berhasil menaikkan
produksi barang i. Selain itu, specific
grants juga meningkatkan kepuasan
pemerintah daerah karena sekarang
berada pada indefference curve yang
lebih tinggi yaitu L2’ dimana L2 >
)
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(b). Specific
Namun demikian, dampak dari

specific grants ini terhadap produksi
barang j tidak dapat diprediksi secara
langsung, karena hal ini sangat
tergantung pada bentuk indefference
curve maupun income dan price
elasticitry of demand dari barang [
dan j. Price effect dari subsidi atau
bantuan  cenderung  menurunkan
produksi barang j, tetapi income effect
adalah kebalikannya. Artinya, cende-
rung meningkatkan produksi barang j
tersebut.  Dalam beberapa kasus
seperti tampak dalam Gambar 2.2b,
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efek netto yang ditimbulkan adalah
penurunan secara absolut di dalam
produksi barang j.

Bantuan khusus (Selective
Grants) merupakan Jjenis bantuan
yang pengalokasiannya telah
ditentukan. Penentuan ini bisa
bersumber dari pemberi bantuan
maupun penerima bantuan. Bentuk
bantuan ini bisa murni atau dibiayai
sepenuhnya oleh pemberi bantuan
tanpa melibatkan anggaran daerah
penerima bantuan dalam bentuk
tanggung  renteng (sharing-cost).
Sedangkan bantuan Khusus Murni (
Nonmatching  Selective Grants)
ditujukan untuk mendanai suatu
program / proyek tertentu yang
ditetapkan oleh pemberi bantuan.
Bantuan khusus murni dilakukan
dengan  mengalokasikan sejumlah
dana  untuk membiayai  suatu
program/proyek tertentu, tanpa ada
keharusan melibatkan sumber dana
dari daerah penerima bantuan, Jenis
ini sangat tepat untuk membiayai
proyek-proyek / program pemerintah
pusat, misalnya program KB,
Imunisasi folio, Imunisasi campak
dan sebagainya. Bantuan khusus
murni  dapat  digunakan  untuk
mendanai proyek-proyek di daerah
perbatasan yang memiliki inter-
Jurisdiction spillover, yaitu suatu
proyek yang manfaatnya dapat
dinikmati oleh dua atau lebih daerah.

Perbedaan diantara Block
grants dan specific grants diatas,
bahwa block grants dampaknya
terhadap produksi atau konsums;
dapat diprediksi secara langsung,
sedangkan specific grants tidak dapat.
Selain itu, kalau block grants hanya
menghasilkan income effect, sedang-
kan specific grants menghasilkan
income effect, substitution effect, dan
price effect.

Tepat tidaknya pemberian
kedua bantuan ini sangat tergantung



pada tujuan pemberian bantuan itu
sendiri. Apabila tujuan pemberian
bantuan tersebut adalah  untuk
mendorong jenis-jenis pengeluaran
tertentu oleh pemerintah penerima,
maka bantuan atau subsidi dalam
bentuk conditional matching grants
atas pengeluaran tersebut adalah lebih
sesuai / tepat. Jika tujuan pemberian
bantuan adalah semata-mata untuk
pengalihan daya beli (transfer of
purchasing  power) dari tingkat
pemerintahan  yang lebih tinggi
kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah, maka bantuan dalam
bentuk wunconditional grants adalah
lebih sesuai.

Menurut Devas (1988)
bantuan pembangunan dalam bentuk
bantuan umum, pemerintah daerah
berwenang menentukan untuk apa
bantuan itu digunakan, asal saja
dipakai untuk sektor-sektor yang
tepat, sesuai dengan program yang
telah disetujui sebelumnya.
Sedangkan bantuan yang bersifat
khusus, pemerintah pusat menetapkan
prioritas dan  pembagian dana,
sementara pemerintah daerah hanya
berwenang dalam hal penentuan
lokasi proyek dan cara melaksa-
nakannya.

Sebelum diberlakukannya
Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun
1999, pada tahun 1983-1993 bantuan
khusus sangat mendominasi keuangan
daerah di Indonesia, sehingga bantuan
pada pemerintah daerah tersebut
penggunaannya telah ditentukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah
hanya berwenang  dalam hal
penentuan lokasi proyek dan cara
melaksanakannya. Sedangkan setelah
diberlakukannya kedua Undang-
Undang tersebut, yaitu mulai tanggal
1 Januari 2001 menyebabkan
terjadinya perubahan pada bantuan
pemerintah pusat kepada pemerintah

172

daerah. Bantuan pemerintah pusat
berubah menjadi dana perimbangan.

Dasar Penentuan Transfer

Bird dan Vaillancourt (2000)
menyatakan terdapat tiga cara yang
digunakan sebagai dasar penetapan
dana yang dialokasikan  melalui
transfer fiskal antarpemerintahan,
yaitu : (1) menurut persentase tetap
dari dari penerimaan pemerintah
pusat, (2) mengikuti suatu dasar ad
hoc, yaitu dengan cara yang sama
seperti untuk jenis-jenis pengeluaran
anggaran yang lain, dan (3) atas dasar
“mekanisme formula” yaitu menurut
persentase dari pengeluaran-
pengeluaran daerah tertentu yang
dibayar oleh pusat, atau yang
berhubungan dengan beberapa ciri
umum daerah penerima. Variasi dari
ketiga cara ini dapat ditemukan di
seluruh dunia.  Sejumlah negara
berkembang menggunakan beberapa
jenis formula dalam upaya ganda
untuk menyejajarkan  pengeluaran
daerah yang memiliki kebutuhan dan
kapasitas berbeda, serta untuk
merangsang aktivitas-aktivitas fiskal
lokal, namun permasalahan data
sering menjadi kendala dalam
penerapan parameter yang digunakan.

Kriteria Efektifitas Transfer

Secara teoritis bantuan dalam
bentuk bantuan umum (block grants)
lebih memberi keleluasaan kepada
daerah untuk menggunakannya sesuai
dengan  prioritas  daerah  yang
bersangkutan.  Sedangkan bantuan
khusus (specific grants) merupakan
bantuan yang diatur secara ketat oleh
pemerintah pusat. Selain subsidi
Daerah Otonom dan Intruksi Presiden
(Inpres), terdapat pula Dana Daftar
Isian Proyek (DIP), yang merupakan
alokasi sektoral dari pusat langsung
ke daerah. Dari ketiga jenis alokasi
pusat ke daerah tersebut, maka alokasi



dana DIP merupakan yang terbesar.
Selanjutnya Boadway (2004 : 14-15)
menyatakan bahwa transfer sosial
harus  dipisahkan kedalam tiga
komponen, yaitu kesehatan,
kesejahteraan dan pendidikan.

Penyusunan sistem alokasi
anggaran dari pemerintah lebih tinggi
kepada pemerintah di bawahnnya
bukanlah pekerjaan yang mudah.
Penyusunan  sistem ini  harus
memperhatikan banyak faktor agar
alokasi transfer tersebut betul-betul
efektif dan mencapai tujuan. Menurut
Shah (1995) yang dikutip Hamid
(2003) terdapat empat kriteria untuk
menilai efektifitas sistem transfer dari
pusat ke daerah. Pertama,
Pemerintah  daerah harus dapat
membiayai seluruh pengeluarannya
untuk pelayanan jasa publik dari
sumber  penerimaannya  (revenue
adeguacy), baik dari sumberdaya
yang ada maupun dari transfer
tersebut. Kedua, Formula harus tidak
mendorong terjadinya anggaran yang
deficit. Pemerintahan di daerah harus
tetap berusaha untuk mengoptimalkan
pajak  daerah dan  mengontrol
pengeluarannya. Ketiga, Formula
dana transfer haruslah berbanding
lurus dengan kebutuhan fiskal daerah
dan berbanding terbalik dengan
kapasitas fiskal daerah. Keempat,
adanya transparansi dan dapat
mewujudkan kestabilan (transparency
and stability).  Transparansi dan
stabilitas berarti formula alokasi harus
diumumkan secara terbuka dan daerah
harus dapat memperkirakan
pendapatan daerah-nya, termasuk dari
alokasi pemerintah pusat untuk
menyususn  anggaran  daerahnya.
Formula harus dapat digunakan untuk
Jangka  waktu beberapa tahun,
sehingga memung-kinkan penyusunan
perencanaan jangka panjang untuk
tingkat lokal.
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Dalam penyusunan formula
DAU 2002, tim penyususun telah
merekomendasikan  adanya  lima
kriteria dalam penyusunan formula
Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu :
Mudah dimengerti, menggunakan
pendekatan fiskal gap (kebutuhan
dikurangi potensi penerimaan), dapat
dipertanggungjawabkan secara akade-
mik, tidak menggunakan kasus per
kasus dari daerah serta formula DAU
untuk provinsi dan kabupaten/ kota
tidak harus sama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pilihan bentuk transfer yang
digunakan oleh suatu negara sangat
tergantung tujuan yang diinginkan.
Secara garis besar, pengalokasian
sumbangan dan bantuan atau transfer
ini memiliki banyak tujuan. Di
Indonesia umumnya hanya dikenal
dua jenis transfer, yaitu bantuan
khusus (spesific grants) dan bantuan
umum (block grants). Sedangkan
dalam prakteknya jenis transfer di
berbagai negara ditemukan beberapa
variasi di dalamnya.

Umumnya terdapat tiga cara
yang digunakan sebagai dasar
penetapan dana yang dialokasikan
melalui  transfer  fiskal  antar
pemerintahan, yaitu : (1) menurut
persentase tetap dari dari penerimaan
pemerintah pusat, (2) mengikuti suatu
dasar ad hoc, yaitu dengan cara yang
sama seperti untuk jenis-jenis
pengeluaran anggaran yang lain, serta
(3) atas dasar “mekanisme formula”
yaitu menurut persentase  dari
pengeluaran-pengeluaran daerah
tertentu yang dibayar oleh pusat, atau
yang berhubungan dengan beberapa
ciri umum daerah penerima. Variasi
ketiga cara ini banyak ditemukan di
seluruh  dunia. Sejumlah negara



berkembang menggunakan beberapa
jenis formula dalam upaya untuk
menyejajarkan pengeluaran daerah
yang memiliki kebutuhan dan
kapasitas berbeda, serta untuk
merangsang aktivitas-aktivitas fiskal
lokal.

Beberapa  kriteria  untuk
menilai efektifitas sistem transfer dari
pusat ke daerah, antara lain; Pertama,
pemerintah daerah harus dapat
membiayai seluruh pengeluarannya
untuk pelayanan jasa publik dari
sumber penerimaannya, baik dari
sumberdaya yang ada maupun dari
transfer. Kedua, Formula harus tidak
mendorong terjadinya anggaran yang
deficit. = Ketiga, @ Formula dana
transfer haruslah berbanding lurus
dengan kebutuhan fiskal daerah dan
berbanding terbalik dengan kapasitas
fiskal daerah. Keempat, adanya
transparansi dan dapat mewujudkan
kestabilan (transparency and
stability).

Saran-saran

Perlu adanya penelitian lebih
lanjut tentang peningkatan besarnya
alokasi transfer dari pemerintah pusat
untuk pemerintah kabupaten/ kota dan
provinsi serta dengan melihat tingkat
pencapaian dari tujuan transfer dalam
mengatasi ketimpangan fiskal, baik
secara vertikal maupun horisontal
antardaerah otonom.
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